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Nama SOP
DOKUMENTASI PUBLIK

AN DAFTAR INFORMASI DAN

Dasar Hukum Kualifikasi laksana
1. Undang-Undsn0 Nomor 14 Tehun 2008 tentang Keterbuksan lnformasi Publiki
2. Undang-Undeng Nomor25 Tahun 2009 tentsng Pelayanan Publik;
3. Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahl

4. PP nomor 6'l Tahun 2010 tenlang Pelaks€naen Undang-Undang Nomo|l4 Tahun 2OO8 tenteng Keterbukaan lnformasi
Publik;

5 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tenlang Standar Leyanan lnformasi Publik;

6 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik.

7 Perki Nomo|I Tahun 2013 tentang Pengklssifikasian lnformasi Publik.

1. Berpendidikan minimat D3/S.l
2. Mampu mengoperasikan kompulerdan TIK
3. Menguasai komunikasi publik (public speakhg,)

4. Memahamituges fungsi pplD pembentu

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
'I SOP Pelayanan lnformasi Publik
2. SOP Helpdesk
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Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Komputer/Laptop

Jaringan lnternet

Alst Tulis Kantor

an ann

Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijsga sampaidengan selesaijam operasional kantor
Melaksan€kan pelayanan publik berdassrkan azas pelayanan prima

1

2
3

norma dan lengkapencapaian penye n u m persepsikan dalam Disimpan copy dan a copyam bentuk



PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO. URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA PENDUKUNG

KETERANGAN
WAKTU OUTPUT

1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-
masing pada Perangkat Daerah.

UU Nomor 14
Tahun 2008, UU
Nomor 23 Tahun
2009, UU Nomor
23 Tahun 2014,PP
Nomor6l Tahun

Secara
berkala,

serta merta
dan setiap

saat

DIDP yang telah
dikumpulkan dan
komponen dan

Perangkat Daerah

12010, PerkiNomor
1 Tahun 2010,
Perki Nomor 1

Tahun 2013, Perki
Nomor 1 Tahun
2017.

2 Mengklasifi kasikan seluruh informasi dan
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan
mengidentifi kasikannya.

UU Nomor 14
Tahun 2008, UU
Nomor 23 Tahun
2009, UU Nomor
23 Tahun 2014,PP
Nomor6l Tahun
2010, Perki Nomor
1 Tahun 2010,
PerkiNomor 1

Tahun 2013, Perki
Nomor 1 Tahun
2017.

Secara
berkala,

serta merta
dan setiap

saat

DIDP yang telah
diklasifikasi

kebenarannya

PPID PEMBANTU PPID UTAMA ATASAN PPID KELENGKAPAN



PELAKSANA PENDUKUNG

NO. URAIAN PROSEDUR
PPID PEMBANTU PPID UTAMA ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

KETERANGAN

3 Mendokumentasikan informasi publk dalam
bentuk softcopy dan tempat penyimpanan
dokumen dalam bentuk hardcopy

Alat Tulis Kantor DIDP

4
Menetapkan DIDP secara resmidan
mengumumkan kepada masyarakat.

Setelah DDIP
terkumpuldari

PPID Pembantu

lMengadakan
rapat bersama
dengan PPID
Utama dan
PPID
Pembantu
untuk
menetapkan
DIP

Surat Keputusan
DIDP yang

ditandatangani oleh
Atasan PPID

Setelah DIDP
ditetapkan, jika ada
tambahan informasi
baru, dibuat SK
untuk ditetapkan

E Mengungah DIDP ke website resmi Perangkat
Daerah.

Website dan
sarana informasi
lainnya yang
dimiliki Perangkat
Daerah

Setelah
DDIP

ditetapkan
oleh Atasan

PPID

Adanya konten DIDP
diwebsite Perangkat

Daerah

OAIi P

Modal dan
Satu Pintu

Madiun

Utama Muda
9750925 199602 1 003

Secara
berkala,

serta merta
dan setiap

saat

t


